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ABSTRAK

PPATK mempunyai fungsi pencegahan dan pemberantasan TPPU. Akan tetapi, PPATK baru memiliki fungsi pencegahan, belum memiliki fungsi pemberantasan TPPU. Selama ini banyaknya temuan PPATK yang diserahkan kepada aparat penegak hukum tidak ditindaklanjuti dengan alasan tidak cukup bukti dan hanya bersifat administari, serta minimnya alat bukti, karena Laporan Hasil Analisis PPATK tidak mempunyai kekuatan sebagai alat bukti, sehingga tidak dapat digunakan sebagai alat bukti di Pengadilan. Perubahan kedudukan dan fungsi PPATK dalam upaya pembaharuan sistem peradilan pidana di Indonesia, agar tercipta hubungan yang bersifat normatif yang saling melengkapi antara penegak hukum dengan PPATK dalam kerangka terciptanya harmonisasi penegakkan hukum TPPU. Permasalahan pembentukan UU yang mendasari pendirian lembaga pemerintah adalah sangat penting bagi kelangsungan pencapaian tujuan lembaga tersebut.
Penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis dengan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Berkenaan dengan pendekatan yuridis normatif yang digunakan, maka analisis data yang dipergunakan adalah analisis yuridis kualitatif, yaitu data yang bersifat kualitatif yang telah dikumpulkan, kemudian dikelompokkan dan dihubungkan satu dengan yang lainnya untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas.
[bookmark: _Hlk515889772]Hasil penelitian disertasi ini adalah kedudukan dan fungsi PPATK, sebagai lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan dan pengaruh kekuasaan manapun, dan PPATK bertanggung jawab kepada Presiden. Fungsi PPATK selama ini hanya bersifat administrasi yaitu apabila ditemukan adanya indikasi TPPU atau tindak pidana lain, hanya menyerahkan hasil analisis  kepada penegak hukum. untuk dilakukan penyidikan dan tidak mengikat, PPATK dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagai upaya pemberantasan TPPU dinilai belum optimal karena keterbatasan tugas dan kewenangannya, dan PPATK harus mempunyai kewenangan memaksa meminta penjelasan atas Laporan Hasil Analisis transaksi keuangan mencurigakan yang telah dilaporkan kepada penegak hukum. Perubahan kedudukan dan fungsi PPATK sebagai lembaga yang mempunyai kewenangan memaksa meminta penjelasan atas Laporan Hasil Analisis transaksi keuangan mencurigakan yang telah dilaporkan kepada penegak hukum, dan atas laporan PPATK tersebut wajib ditindaklanjuti oleh penegak hukum selama tenggang waktu 30 (tiga puluh hari) setelah rekomendasi diterima, apabila laporan PPATK yang dilimpahkan kepada penegak hukum tidak ditindaklanjuti, maka PPATK dapat melaporkan kepada Presiden untuk diberikan sanksi kepada pejabat penegak hukum tersebut. PPATK dalam sistem peradilan pidana dianggap berhasil apabila pelaku kejahatan dapat diselesaikan dengan diajukan ke sidang pengadilan dan diputuskan bersalah serta mendapat sanksi pidana, sehingga diperlukan aparat penegak hukum dapat bekerja dengan baik, serta dapat melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diamanatkan oleh UU. Laporan Hasil Analisis PPATK bisa dimasukkan ke dalam Rancangan KUHAP yang baru untuk menambah ke dalam Pasal 184 KUHAP, sebagai alat bukti yang sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga bisa dijadikan alat bukti oleh Penegak Hukum dalam acara pemeriksaan di sidang Pengadilan.
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ABSTRACT

PPATK has the prevention and eradication function of TPPU. However, the new PPATK has a preventive function, has not had the TPPU eradication function. So far, the findings of PPATK submitted to law enforcement officers are not followed up by reason of insufficient evidence and only administrative nature, and the lack of evidence, because the PPATK Analysis Report does not have the strength as evidence, so it can not be used as evidence in the Court. Change of position and function of PPATK in the effort of reforming criminal justice system in Indonesia, in order to create complementary normative relationship between law enforcement and PPATK in the framework of creating harmonization of law enforcement of TPPU. The issue of the establishment of a law underlying the establishment of a government institution is very important for the sustainability of the institution’s objectives.
The research used is analytical descriptive with normative juridical approach method, that is a process to find rule of law, legal principles, and legal doctrine to answer legal issue faced. With regard to the normative juridical approach used, the data analysis used is qualitative juridical analysis, ie qualitative data that has been collected, then grouped and linked with each other to achieve clarity of issues to be discussed.
The result of this dissertation research is the position and function of PPATK, as an independent institution free of interference and influence of any power, and PPATK is responsible to the President. The function of PPATK is only administrative, that is if there is any indication of TPPU or other criminal act, just submit the result of analysis to law enforcement. to be investigated and not binding, the PPATK in carrying out its duties and authorities as an effort to eradicate TPPU is considered not yet optimal due to the limitations of its duties and authorities, and the PPATK must have the authority to request an explanation of the Report on the Analysis of suspicious financial transactions that have been reported to law enforcement. The change of status and function of PPATK as an institution having the authority to ask for an explanation of the Suspicious Financial Transaction Analysis Report that has been reported to law enforcers, and the PPATK report must be followed up by law enforcement for 30 (thirty) days after the recommendation is received, if the PPATK report delegated to law enforcement is not followed up, the PPATK may report to the President to be given sanctions to the law enforcement officials. The PPATK in the criminal justice system is considered successful if the perpetrator of the crime can be resolved by a court hearing and found guilty and sanctioned, so that law enforcement officers are required to work properly, and can perform their duties in accordance with the responsibilities mandated by the Law. The PPATK Analysis Report can be incorporated into the new Criminal Procedure Code to add to Article 184 of the Criminal Procedure Code, as legal evidence and have binding legal force, so that it can be used as evidence by the Law Enforcement Official in the court hearing.
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